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Sekalian hapus koruptor pak.

Imsak : 04:56 WIB
Subuh  : 05:06 WIB
Zuhur : 12:29 WIB

 Untuk kota Medan sekitarnya
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Salat
Ashar     : 15:37 WIB
Maghrib : 18:34 WIB
Isya : 19:44 WIB
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Oleh Dr. A. Rasyid, MA
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Salat

Mulyani: Akan Sangat 
Membantu Indonesia

Jakarta, MIMBAR - Presiden Prabowo 
Subianto memutuskan untuk mengha-

pus kuota impor, utamanya terhadap ko-
moditas yang menyangkut hajat hidup 
orang banyak Kepala Negara mengaku 
telah menginstruksikan jajaran terkait 
di pemerintahan untuk menghilangkan 

mekanisme kuota yang dapat mengham-
bat kelancaran perdagangan.

Uni Eropa Balas Perang Tarif TrumpUni Eropa Balas Perang Tarif TrumpBalas Tarif 104 Persen TrumpBalas Tarif 104 Persen Trump

Akan 'Serang' Akan 'Serang' 
Layanan Daring AS Layanan Daring AS 

China Patok China Patok 
84% untuk 84% untuk 
Produk AS Produk AS 

Pemkab Putuskan Lakukan PHK terhadap Pemkab Putuskan Lakukan PHK terhadap 
Ribuan Tenaga Honorer di Deli SerdangRibuan Tenaga Honorer di Deli Serdang

Menyorot Keresahan Kaum Ibu Pasca Lebaran  Menyorot Keresahan Kaum Ibu Pasca Lebaran  

Harga Kelapa Tembus Rp25 Ribu/ Butir Harga Kelapa Tembus Rp25 Ribu/ Butir 

Jokowi Digugat Jokowi Digugat 
Rp300 Juta Soal EsemkaRp300 Juta Soal Esemka

Medan, MIMBAR - Uni Eropa akan menyerang layanan 
daring Amerika Serikat sebagai balasan kebijakan tarif global 
dan tarif timbal balik Presiden Donald Trump yang secara 
resmi diumumkan, Kamis (3/4).

Negara-negara yang berasal dari UE akan mendapatkan 
tarif timbal-balik 20 persen, di luar tarif global 10 

persen untuk barang-barang yang diekspor ke-AS. 
Padahal, UE merupakan salah satu mitra 

dagang terbesar AS. 
Juru bicara pemerintah Prancis 
Sophie Primas mengatakan Eropa 

siap dengan perang dagang 
Trump.

"Kami punya berbagai 
macam perangkat dan 

kami siap menghada-

HARGA kelapa parut ter-
dongkrak tajam pasca Lebaran 
Idul Fitri 2025. Tak tangung-
tanggung harganya tembus Rp 
25 ribu per butir. Kondisi ini 
terjadi di Pandeglang, Banten. 
Warga pun mengeluhkan hal 
tersebut.

"Sekarang mengalami ke-
naikan Rp 25 ribu untuk yang 
besar, yang ukuran kecil Rp 20 
ribu," kata pedagang kelapa, 
Dadang, di Pasar Badak, 
Pandeglang, Rabu (9/4) seperti 

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri 
Mulyani Indrawati mengatakan, peng-
hapusan kuota impor yang disampaikan 
Presiden Prabowo Subianto akan sangat 
membantu ekonomi Indonesia. Menurut 
dia, kuota impor selama ini tidak memberi-
kan penerimaan negara.

Selain itu, kuota impor juga menambah 
beban transaksi dan menimbulkan ketidak-
pastian perdagangan. Sri Mulyani juga 
menyoroti soal peraturan teknis (pertek) 
yang juga diminta untuk 
ditertibkan oleh Pres-
iden.

"Penghapusan 
kuota impor 
dan peratu-
ran teknis ini 

"Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri 
Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. 
Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan 
kuota-kuota impor, terutama untuk barang-

barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak," 
kata Prabowo di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, 
Selasa.

Mantan Menteri Pertahanan ini menyampaikan 
bahwa kuota impor bakal lebih fleksibel untuk siapa 
saja yang mampu. Dengan demikian, pemerintah 
membuka keran impor bagi siapa saja yang mampu 

Saya masih ingat obrolan dengan seorang petani 
cabai dari Dairi, Sumatera Utara, beberapa tahun lalu. 
Di tengah ladang yang mulai mengering, ia berkata, 
“Kami ini bukan takut gagal panen, tapi takut harga 
tiba-tiba anjlok. Tiba-tiba impor datang, harga turun, 
rugi kami.” Waktu itu saya hanya 
mengangguk. Kini, obrolan itu 
terasa semakin relevan.

Pemerintah baru saja mengu-
mumkan penghapusan sistem 
kuota impor untuk sejumlah 
komoditas strategis. Dengan 
dalih memperkuat efisiensi 
pasar dan memutus praktik rente 
impor yang selama ini dinilai 
menguntungkan segelintir orang, 
keputusan ini mengubah wajah 

Medan, MIMBAR - China memberlakukan 
tarif sebesar 84 persen terhadap barang-barang 
asal Amerika Serikat mulai Kamis 
(10/4) sebagai balasan atas pening-
katan tarif yang diberlakukan AS 
terhadap produk Negeri Tirai 
Bambu sebesar 104 persen.

Kementerian Keuangan 
China mengatakan pem-
berlakuan tarif terhadap 
barang AS ini naik dari 
yang diumumkan sebe-
lumnya yakni sebanyak 
34 persen.

Langkah ini menjadi 
balasan terbaru dari China 
terhadap "perang dagang" 

Surakarta, MIMBAR - Seorang warga 
bernama Aufaa Luqmana Re A resmi men-
gajukan gugatan terhadap Presiden ke-7 
Indonesia Joko Widodo (Jokowi) karena 
kesulitan membeli mobil Esemka.

Gugatan resmi didaftarkan secara 
online ke Pengadilan Negeri (PN) Sura-
karta nomor pendaftaran online PN SKT-
08042025051, Selasa (8/4).

Selain Jokowi, Aufaa juga menggugat 
mantan Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf 
Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi 
(SMK/Esemka).

Kuasa hukum Aufaa, Sigit Sudibyanto, 

Deliserdang, MIMBAR - Pemerintah Kabupaten 
Deli Serdang memutuskan untuk melakukan Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) kepada para tenaga honorer 
yang ada di lingkungan Pemkab.

Disebut-sebut ada sekitar ribuan orang yang 
akan  terkenda dampak dari keputusan ini.

Keputusan diambil setelah dilakukan rapat koordinasi 
antar lintas OPD yang dipimpin oleh Bupati Deli Ser-

Kepala Banggar DPR 
Respons Positif

KEPALA Badan Anggaran DPR RI, 
Said Abdullah menyatakan bahwa per-
intah Presiden Prabowo Subianto guna 
menghapus kebijakan 
kuota impor untuk 
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